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Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi 

anggota militer yang melakukan kejahatan dan usaha desertir militer yang melakukan 
kejahatan karena desersi bisa kembali ke kesatuan. Penelitian ini menggunakan penelitian 
normatif yang bergantung pada norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-
undang dan keputusan dan norma-norma hukum yang terkandung dalam keputusan-
keputusan hukum dan pengadilan serta norma-norma yang ada di masyarakat. Sumber 
data yang diperoleh dari litelatur-litelatur, peraturan perundangan yang berlaku dan 
keputusan Mahkamah Militer. Analiis data menggunakan analisis deskriptif yang meliputi 
isi dan struktur hukum positif yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para penulis 
untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam 
menyelesaikan masalah hukum menjadi objek studi.

Kajian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pidana dapat desersi 
pidana barang yang membentuk kalimat dasar dari penjara, itu dimaksud pada ayat 2 Pasal 
6a KUHPM dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, ini ditur dalam ayat 1 
Pasal 6b KUHPM. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh desertir militer yang melakukan 
kejahatan itu diminta untuk didampingi oleh pengacara hukum.
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Abstract
This study aims to determine the form of criminal liability for military members 

who committed the crime and the efforts of military deserters who committed the crime for 
desertion could return to unity. This research used normative research that relies on the 
legal norms contained in the legislation and the decisions and the legal norms contained 
in legislation and court decisions as well as the norms that exist in community. Source data 
obtained from litelatur-litelatur, applicable legislation and decisions of the Military 
Court. Analiis data using descriptive analysis covering the content and structure of 
positive law that is an activity undertaken by the authors to determine the content or 
meaning of the rule of law which is used as a reference in resolving legal issues become the 
object of study.

The results of this study show that this form of criminal liability may be criminal 
desertion of goods which form the basic sentence of imprisonment, it is stipulated in 
paragraph 2 of Article 6a KUHPM and an additional penalty of dismissal from military 
service, this is ditur in paragraph 1 of Article 6b KUHPM. And efforts that can be done by 
military deserters who committed the crime is asked to be accompanied by legal counsel.
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